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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen 

miras masih sangat lemah, ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih menjual 

miras kepada anak dibawah umur karena dengan pelaku usaha menjual miras 

kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak 

dibawah umur.  Hal ini melanggar UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak adanya perlindungan 

terhadap anak dibawah umur. 

Pada prinsipnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap anak dibawah 

umur sebagai konsumen miras, karena pelaku usaha wajib memberikan 

pertanggung jawaban terhadap konsumen  apabila ada kerugian yang dialami oleh 

konsumen setelah mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menganut Prinsip bertanggung Jawab 

berdasarkan kesalahan, hal tersebut tercermin didalam pasal 19 UUPK. 

Didalam  Pasal 15 Peratuan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 

2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman 

Beralkohol yaitu Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang 

menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara 

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Jadi pelaku 
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usaha harus menjual miras kepada konsumen yang sudah berusia dua puluh satu 

tahun. 

Sehubungan dengan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diperjelas dalam pasal 330 bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Tetapi 

batas usia dalam KUHPerdata ini terlalu tua dan tidak mencerminkan pengertian 

anak dibawah umur. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang 

masih belum berusia 18 (delapan belas) tahn, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

 Jadi anak dibawah umur sebagai konsumen miras itu masih belum 

dewasa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen miras 

apabila ada kerugian yang dialami konsumen setelah mengkonsumi miras, karena 

miras dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang anak dan 

masih banyak dampak yang diakibatkan mengkonsumsi miras. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Agar Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai 

konsumen miras dalam hal menjual miras terhadap anak dibwah umur 

lebih ditingkatkan, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat 

maupun daerah untuk mengawasi pelaku usaha supaya tidak menjual 
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miras terhadap anak dibawah umur. Dalam penjulan miras 

pengawasannya harus lebih diperketat, bahwa pelaku usaha yang menjual 

miras terhadap konsumen harus meminta identitas konsumen terlebih 

dahulu maka, dengan demikian konsumen mendapat perlindungan 

hukum. 

2. Untuk meghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas maka batasan 

usia yang di tentukan didalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 

2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan 

Minuman Beralkohol perlu diubah. Batasan usia yang digunakan 

haruslah merujuk kepada batasan usia yang ada dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu 18 tahun.  
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